Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAwA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR ¢ TAHUN 2016
TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Izin Lingkungan;

f B

2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perunr:iang-undanga_n
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) ;

g Nomor 23 Tahun 2014 tentang
ah (Lembaran Negara Republik

ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
[ndoncsan Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
mmba‘_'mana telah diubah beberapa kali terakhir
sebaBalil’  ang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
dengan perubahan Kedua Atas Undang-undang
tentang n3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Nooity Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Dacrahb(’omm_ 58, Tambahan Lembaran Negara
ig;iblik Indonesia Nomor 5679) ;

Undang-Undan
Pemerintahan Daer

Dipindai dengan CamScanner



Mene tapkan

Dalam peraturan Walikota
Daerah adalah Kota

10.

1l.

12.

+ Peraturan Dae

- Peraturan Dg

Pe .

tel::nuran‘ Pf:'mcnnta.h Nomor 27 Tahun 2012

Indon g.lzm Lingkungan (Lembaran Negara Republik
€Sla Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;

rah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
Urusan Pemerintahan yang menjadi

Pemerintah Daerah Kota Magelang
Daerah Kota Magelang Tahun 2008

2008 ten tang
Kewcnangan
(Lembaran
Nomor 2);

erah Kota Magelang Nomor 5 Tahun

1232231( Tentan_g Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pelay Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan

anan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi

Pamong Praja (Lemb
aran Daerah Kota Magelan
Tahun 2008 Nomor 5); S

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun
2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
S Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup ;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi
Administratif ~di ~ Bidang Perlindungan  dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ini yang dimaksud dengan:
Magclang'

Dipindai dengan CamScanner



on

10.

11,

.

13,

14,

15,

16,

gzr;:zgz:z:m? ac;ir:ialah Walikota .Mb.ﬂgai unsur penyelenggara
pemerintahan yang mcnjag'ialzlclivcnn;cmnmzm pelaksanaan Urusan
w_alikf)ta adalah Walikota Mugcmng.ngan acrah otonom,

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
yang wajib Amdal atau UKL-

lindungan dan i

) pengelolaan lingkungan hidu
scbﬂ?:’,f.u prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau K Ek taﬁd ’
Analisis Mengenai Dampak e

Lingkungan Hidu lani
isebut Amd 4 P, yang selanjutnya
f]lss:ha dan/atill’_l lf(ida:lah kajian mengenai dampak penting suatu

diverluk eg‘atfm yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang P an  bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha d

\ dan/atau Kegiatan.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Linglkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan  bagi  proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak
lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal,
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak
penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. . -
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sel?n‘]utnya disebut
RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup
yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/ata-u chlatfln.

i Hidup, yang selanjutnya disebut
Rencana Pemantauan Lingkungan P, & hid
RPL, adalah upaya pemantauan komponen hngkung}?n_ : up yang
terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/ atl?uk eg‘i‘u; .
Keputusan Kelayakan Lingkungan _HlduP E.ldalat :E;Cana Uzahﬁ
menyatakan kelayakan lingku-flg?ﬁ hldll;fp??]l;n::: :mdal.
gaﬁf &taud K‘?gigt]?f J;ngag;ﬂl; ;Srft persetujuan terhadap suatu
ekomendasi vl . UKL-UPL.
S Keg!at:;la};;ani:naélbatau instansi pemerintah yang
Ecmrakarsa ?da:;ha;s guatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan
ertanggung jaw:

dilaksanakan. Kegiatan adalah izin yang d’ite.rbitkan oleh
lzin Usaha flan/ attjlt‘ melakukan Usaha Fia.n/atau Kegiatan.,

Instansi tekmsl :;dal adalah Komisi Penilai Amdal Kota Magelang
Komisi Penilal ’

Walikota.
yang dibentuk perdasarkan Keputusan

Dipindai dengan CamScanner
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(1)

)

3)

(1)

(2)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ksud dite
Maks tapkannya  Peraturan Walikota ini adalah secbagai

doman dalam ) ; )
giemh. rangka penerbitan Izin Lingkungan di wilayah

: dit
Tujuan letapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk

perlindungan terhadap lingkungan hidup serta memberikan landasan

dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat
dalam upaya pengelolaan lingkungan.

BAB 111
TATA CARA PERMOHONAN
DAN PROSES PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 3

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau
UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tata cara penyusunan Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Walikota tersendiri.

BAB 1II
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 4

Lingkungan diajukan secara tertulis oleh

Permohonan 121N ha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa

DCnanggungiawab Usa
kepada Walikota.
) i dimaksud pada ayat (1)
: joungan 'sehAEMINARE S
zin al;:fan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-
saan UKL-UPL.

Permohonan 1
disampaikan bers
RPL atau pemerik

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 5

permohonan izin lingkyp

ayat (1), harus dilengka gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pi dengan:
a. dokumen Amdal atay formuiy UKL-UPL;

b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
c. profil Usaha dan/atay Kegiatan.

permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan bersan.]aan dengan pengajuan penilaian Andal dan
RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Format permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pengumuman

Pasal 6

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Walikota mengumumkan permohonan Izin Lingkungan
melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau
Kegiatan.

(1)

)

(1)

Pasal 7

Pengumuman permohonan Izin Lingkungan.scbagaimana aiimaksud
dalam Pasal 6 untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib :umr:ﬂl
dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung Sc]akddo . s
Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap dan benar

secara administrasi.

aimana dimaksud dalam Pasal 6 ux.ltuk Usaha
ajib UKL-UPL dilakukan paling .lafna 2
sejak formulir UKL-UPL yang diajukan
dministrasi.

Pengumuman sebag
dan/atau Kegiatan yang W
(dua) hari kerja terhitung
dinyatakan lengkap secara &

Pasal 8

mberikan saran, pen_dapat, dan tanggapan
an Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal

terhadap pcng“-lmumud Salam pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktl..l

sebagaimana dlmakiluh] hari kerja sejak diumumkan melalui wakil

paling lama 10 [sctzrkcna dampak dan/atau anggota Komisi Penilai

masyarakat yang

Amdal.

Masyarakat dapat m¢

Dipindai dengan CamScanner
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(1)
(@

Masyarakat dapat memberikan saran
terhadap pengumuman Usggha dnn/am’u
UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasa
waktu paling lamu ‘
walikota melalui Kep
Dacrah.

pendapat, dan tanggapan
Kegiatan yang wajib UKL-
3 s : I 7 ayat (2) dalam jangka
5 (t.'llﬂ) hari kerja sejak diumumkan kepada
ala instansi yang membidangi lingkungan hidup

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 9
Izin Lingkungan diterbitkan oleh Walikota,

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud t (1) diterbitkan
oleh Walikota: aksud pada ayat (1)

a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 10

lzin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media
massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak diterbitkan.

Pasal 11

Format permohonan Izin Lingkungan dan bentuk Izin l-.ingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

)

(2)

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku

. - an -
Izin Lingkung kegiatan berjalan.

selama usaha dan/atau

: i laku apabila :

in Li nyatakan tidak ber 8

lzm. Ijlng?“fngﬂgtda:’xgankan atau berganti kepemilikan usaha ;

'le;. izin dlpmahi dan/atau kegiatan tidak sesuai lagi dengan yang
. jenis us

tertera dalam izin yang telah diperoleh ;

¢. berakhirnya kegiatan »
d. ada.nyﬂ pencabutﬂn 1Z11.

SO . T U (S i b

Dipindai dengan CamScanner
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(2)

4)

BAB vV
P
ERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

: n Lingkungan, apabila Usahs ;
legiatan yang t » apabla Usaha dan/atau
Kegl ) _Yang telah memperoleh  Izin Lingkungan dire k
untuk dilakukan Perubahan ncanakan
perubahan Usaha dan/atau' - | |
ayat (1) meliputi : cglatan sebagaimana dimaksud pada

a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
b. perubahan pengelolaan dan prai
c. perubahan yang berpen
memenuhi Kkriteria:
1.

Pemantauan lingkungan hidup;
garuh terhadap lingkungan hidup yang

perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang
berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

N

penambahan kapasitas produksi;
. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;

w

4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;

6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau
Kegiatan;

7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum
tercakup di dalam Izin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan
dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

lingkungan hidup yang sangat mendasar
lam atau karena akibat lain, sebelum dan

dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.

9. terjadi perubahan
akibat peristiwa a

mpak dan/atau resiko terhadap lingkungan

d. terdapat perubahan cia lisis resiko lingkungan hidup

hidup berdasarkan ha
yang diwajibkan ;

sil kajian ana

rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam
a

e. tidak dilaksanakanny k diterbitkannya lzin Lingkungan.

jangka waktu 3 (tiga) ta

. .kan permohonan perubahan Izin Lingkungan

Se:clum mcg'g:::ksud pada ayat (2) huruf ¢, huruf d, dan huruf e,
Sebagaimana di

Usaha dan/atau Kegiatan wajib mcngaj@mn
Penanggung jawatl);ahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
Permohonan pery

atau Rekomendasi UKL—UPL kepada Walikota,
e

hunsdﬂ

Dipindai dengan CamScanner



6)

(N

8)

(1)

2

(3)

penerbitan  perubahan Keputusan

dilakukan melalui: Kelayakan Lingkungan Hidup

" penyz:*nm;?: di:iﬂ Penilaian dokumen Amdal baru; atau
b. [I;;ILY palan dan penilajan terhadap adendum Andal dan RKL-

penerbitan  perubahan Rekq

mendasi UKL-UPL di ‘ :
penyusunan dan pemeriksaa dilakukan melalui

n UKL-UPL baru,

Pt'mcfl:iin agembahan Rekomendasi UKL-UPL  scbagaimana
dimaks l{P da aytixt (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha
dan/atau Regiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.

Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan

penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 14

Dalam 'hal teljgdi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, Walikota
sesual kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan
laporan perubahan kepada Walikota.

Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin
Lingkungan.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG 1ZIN

Pasal 15

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :

a,

- melaksanakan P€

melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam

dokumen Amdal atau UKL-UPL ;

- san limbah cair, Tempat
- dalam izin pembuangan ,
l;cw‘::lbﬂn yang mn:::fak::lt limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
€¢mbuangan =€ :

. laksanaan terhadap
mpaikan  laporan  pe
membuat dan me!;)'{irl:arf dalam lzin Lingkungan kepada Walikota
Persyaratan ;jan ltcil:; J6 (enam) bulan sekali melalui Kepala instansi
Secara berkala S€

idup daerah;
yang membidangi lingkungan hidup
ulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan
m

-undangan.
ketentuan peraturan perundang

Dipindai dengan CamScanner
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PE BAB VII
NDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 16

Jalikota mendelegasikan kewenangan :

muman perm 1
N gz;g:l iy permohonan Izin Lingkungan scbagaimana dimaksud

b. zcncrb‘tan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
an

_ penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 ayat (3),

kepada Pejabat Penerbit Izin.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
b penghentian usaha;
c. pembekuan izin lingkungan selama 3 (tiga) bulan; dan/atau

d. pencabutan izin lingkungan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, setiap Usah'a dan/atau
Kegiatan yang telah memiliki Dokumen Amdal.atau formulir UKL-UPL
atau yang setara yang telah mendapat persetujuan sctcfah pcrlakunya
Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,
¥ajib menyesuaikan dengan Ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan

alikota ini paling lama 1 (satu) tahun.

Dipindai dengan CamScanner



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

peraturan Walikota ini mulai berlagy, pada tanggal diundangkan.

peraturan Walikota ini dcngan pene

Magela.ﬂg-

ya memerintahkan pengundangan
mpatannya dalam Berita Daerah Kota

Ditgtapkan di Magelang
pada tanggal 23 Dsember 2ot

{OTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 23 Deo{m™T 20\b

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANRG,

SUGIHARTO

6 NOMOR ¢!
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 201

Dipindai dengan CamScanner



RAN I
ERATURAN WALIKOTA M AGELANG

ENTANG
7IN LINGKUNGAN

FOR
MAT PERMOHONAN 1ZIN LINGKUNGAN

a. Usaha dan/atau Kegiatan yYang Wajib Amdal

KOP SURAT
7’-—--—7
. Kota, tanggal bulan tahun
N:}mor e sesRsssancsssssenss Kepada
Sifat A T T Yth Ba i
. : : pak Walikota Magelang
Lampiran : 3 (tiga) berkas
c.q. Kepala Badan Perijinan
Perihal : Permohonan Izin toadn K J

) Terpadu Kota Magelang
Lingkungan di
MAGELANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama RS R SR S R SR S A TR R N GRS IR AR T r RS R eR S
Jabatan T R PR EOPSPOP TS ST 7T
Alamat b e s U RS ST AR S NeES PSR e SR R E S EE ST RS A SR Re P STSS

......................................................................................

Telp/Fax U OROUO O -
Sebagai pcna.nggung jawab atas Kegiatan :

I T
Jenis Kegiatall : ......................................................................................
Mamat Kegiatan S = R e

Sehubungan

lin Lingkungan usaha/KEGIatan s
melampirkan berkas :

l. Dokumen ANDAL, RKL-RPL;

2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;

3. Profil usaha dan/atau kegiatan- |
Demikian atas bantuannya disampaikan tenima kasih.
Nama Pepisahaan

(Tanda tangan cap perusahaan)
Nama Femrakarsa

abatan

OTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Dipindai dengan CamScanner



ha dan/atau Kegi o
p UsE glatan yang Wajib UKL-UPL

KOP SURAT

Kota, tanggal bulan tahun

ol Kepndn
f:{;pimn : 2 (dua) berkaq Yth, Bapak Walikota Magelang
perihal : Permohonan Iz C-Cl-“f-(f:pala Badan Pclayanan
Lingkungan Perijinan Terpadu Kota
—— Magelang
di

MAGELANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ----------------------------

J abatan R T Ty T

Mamat T

Telp / Fax S O P TY PITEELELDARL LT L

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusala@n I oo
Jenis Kegiatan  evesresssearsaseemsessasesseesssssaisasssesatnesssssannssienssssssssssnrasnnsesaronne
Alamat Kegiatan L erevesssemsestessssessoessesesnsernestasttaessatidrasstiiesnsatesrrsmnasanreiisserns
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan
lzn Lingkungan usaha/kegiatan ... dengan

melampirkan berkas :
1. Dokumen UKL-UPL;

2. Profil Usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan
(Tanda tangan f cap perusahaan)
Nama Pemrakarsa

{OTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Dipindai dengan CamScanner



jenetapkan,
KESATU

KE,DU)\

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

MEMUTUSKAN ;

Mcmberikan IZil'l .
Lingkun ;
;. .I_? “Ma Perusahgay, - l.cepada '
- Jenig Usahq dan B LT O
i a .
3 Kegiatan / tau S L L T
+ Penanggyy,
J
4. Alamgy 8 Sawah
5. Lokasj Kegiatan )

Ruang lingk,, y
P kegi S o ..
sebagaimana 1o glatan dalam izin lingkungan ini meliputi seluruh kegiatan

; rcanty vy
Hldup(ANDﬂL)kegiat::, dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan
CV/PT..

e, dalam melak ; 7 =
Perlindungan 4 ‘sanakan kegiatannya wajib memiliki Izin
L P o Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari -
Bl ciiiimmmmsnania R s eerneneebissid oS SRR H
B rmssmessssgm e eSS AAsemrne ;

V/PT.......

Ee\i:fl; """""" dalam - melaksanakan kegiatannya harus memenuhi
dOkqu :L“ melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam

.........................

Izin Lingkungan ini berlaky

sama dengan masa berlakunya masa izin usaha
dan/atau kegiatan,

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan
perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha
dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum
dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin

Lingkungan.

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan
hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dacrah, ( PPLHD ) Kota
Magelang, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
diktum KETIGA.

paikan lolaan dan pemantauan
Menyam laporan pelaksanaan upaya -pen.ge an
lingl:ungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini
ditetapkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal
A.n WALIKOTA MAGELANG,
Kepala BP2T
Nama
NIP
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : —
h 1. sdr. Kepala Instansi Lingkungan
J isi ja Kota
2. Sdr x:g:ll:n glnsst,ans.i Polisi Pamong Praja Ko
Magelang ;
3. Sdr. Camat ..coerreesenre

4. Sdr. Yang bersangkutan.

WALIKOTA MAGELANG,

L

SIGIT WIDYONINDITO

Dipindai dengan CamScanner



AMPIRAN 11
L‘ER ATURA

f
JOMOR

' NTANG

N WALIKOTA MAGELANq

gN LINGKUNGAN

IZIN LINGKUNGAN

 Usaha dan/atau Kegiatan y,p,, Wajib Amdal

P

EMER]
PERANGKAT DARnat AH KOTA MAGELANG

H YANG MEMBIDANGI PERIZINAN
UNIT PELA}’ANAN TERPADU SATU PINTU /

T . -.-..............POS s
elp, [0293].. ..... fax (0293) ....... -
—— Eﬁml—‘-m il; Al " i dsa
KEPUTUSAN KEP
il PEALE;;ERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN /
AN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG
Nomor : .......[......./Kep/......2015
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN ... S OLEH ...ommrivicnrrersrenennn
DI KELURAHAN ..................._ KECAMATAN .................
KOTA MAGELANG
KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN /
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG,
Menimbang a. bahwa rencana kegiatan ................. oleh .............. di Kelurahan ...............oceee
Kecamatan ................ Kota Magelang, merupakan kegiatan yang wajib
memiliki ............... i ; .
b. bahwa menindaklanjuti surat ...........tgl......nomor ....penhal...telar_: dilakukan
-... dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sehingga dapat
diterbitkan izin lingkungan;
S Keputusan Walikota Magelang Nomer ........... Tanggal........ccoussvunnn tentang
akan Lingkungan Hidup
d ﬁ::?ia berdaszrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,
' dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan P.clayﬂnﬂn Penm.na.n:
Terpadu Kota Magelang tentang lzin Lingkungan kegiatan ... di
Kelurahan ......ccccoeees Kecamatan ......cceeviee . Kota Magelang,
Mtng'nga‘

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
L. U_ndang-Undi\{r-lguNO'{“M“:nbmﬂn Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
LTO T ng{l;l;ha:) L:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
140, Tam

: 7 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
pPemerintah Nomor 2
2. Peraturan FPeme

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
{I_I:m;;:l; Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
m

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan
ah Kota Magelang
3. Peraturan Daer

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

{ Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Menteri Negara
4. Peraturan

ingkungan Hidup ;
nan Dokumen Ling
Pedoman Penyusu

i Lingkungan Hidup Nomor S Tahun 2012 tentang
Menteri Negara
5. Peraturan

Rencana Usaha dan/atau Kegialan yang Wajib Dilengkapi dengan
i enc ! ; :

:ﬂ:ﬁ’sis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;

gl

[LTTTTrN 2 lzin
peraturan Walikota Magelang Nomor . Tahun 2015 tentang
6. T

: Kota Magelang Tahun 2015 Nomor
: Berita Daerah
Lingkungan (

Dipindai dengan CamScanner



e

Ruang linglky ]
'EDU A g P §al ag .
K sobamsiams tekcﬂat:’ﬂ:‘ :aiam cl::n-l lingkungan ini meliputi seluruh kegiatan
Upayga Pem ta":‘“‘ ‘m dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
mantauan Lingkungan ( UKL - UPL ) kegiatan .....,

L

TIGA ©CV/PT.

pct’ilalalm me[a.ksanakan kegiatannya wajib memiliki Izin
gelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terdiri dari :

............................... N

KEEMPAT : CV/PT

kewajiban mels
dokumen akukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam

dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi

ELIMA Izin Lingkun s
: dan/atau ke;“:al:.l ke mamn dengan masa berlakunya masa izin usaha

M Pen i
KEENA anggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan

zcmbah&n izif\ lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha
an/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum

d-alam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingkungan.

KETUJUH : Secbagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan
hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, ( PPLHD ) Kota
Magelang, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
diktum KETIGA.

KEDELAPAN :  Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Walikota ini
ditetapkan kepada Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal
A.n WALIKOTA MAGELANG,
Kepala BP2T
[ﬂa!ga -
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : . o

Yh. 1. Sdr. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Ko

Magelang ; )

2, Sdr. Kepala Instansi
Magelang ;

3. Sdr. Camat ... o

L Rdn, Snop BRI i

WALIKOTA MAGELANG,

polisi Pamong Praja Kota

-
SIGIT WIDYONINDITO

s —— e T
e e L2 SO,

Dipindai dengan CamScanner



. ta i
R Usaha da.nfa u Keglatan y'a_ng wajib UKL-UPL

PEME

PERANGKAT D AERINTAH KOTA MAGELANG

H YANG ME
UNIT : MBIDANGI PERI
PELA‘;’:‘\NAN TERPADU SATU PINTUZINAN/

> el

Menimbang

Mengingat

Telp lo'zvg-:nlu........«." B sesias
—Emai; e ) e

........................

KEPUTUSAN KEPALA PERA
N
UNIT PELAYAN GKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN /

AN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

Nomor : oS [Kep/....... /2015
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN ..TENTANG
B REERREN i ) DA i

-------------------------

KOTA MAGELANG

KEJSII}APP;ERANG KAT DAERAH YANG MEMBIDANGI PERIZINAN /
LAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG,

a.

bahwa rencana kegiatan
Kecamatan
memiliki ............

bahwa menindaklanjuti surat ...........tgl......nomor ....perihal...telah dilakukan
-... dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sehingga dapat
diterbitkan izin lingkungan;

Rekomedasi Kelayakan Lingkungan Nomor ........... Tanggal ...................
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Magelang tentang Izin Lingkungan kegiatan ............ di
Kelurahan .........cccceeee Kecamatan ............... Kota Magelang;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
i i 5285);

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor :
lf::raturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang

i Hidup ;
man Penyusunan Dokumen Lingkungan

P':::aturan Daerah Kota Magelang NOmoOr ..o Tahun 2015 tentang

i Jolaan Lingkungan Hidup ;
Pchdungm:v(:iTt:teang:i:gclang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Cara

turan . »
P};ir:ajuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL} dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL); glungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang

ri Negara Lin 1 : :
Pera.mr;nn::::eUsahi dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilenghapt, dengan
Jenis K€

isi i k Lingkungan Hidup ; |
oo Men\’;giirliiilo?:mhﬁggclansg NOMOT  veaeeeess Tahun 2015 tentang lzin
Peraturan

i lang Tahun 2015 Nomor ........ ).
2 ta Daerah Kota Mage
Linglungan (Ber!

MEMUTUSKAN :

; N
. Memberikan 1zin Lingkungan }fepu . T ———
" 1. Nama perusahaan e

2. Jenis Usaha dan/atad

KCEiatan MEETTTTLER P L e e L
3. Penanggung.lawnb e
4. Alamat .

- R T L L L UL LT TR T LT LR R SRS St
asannrt

Lokasi Kegiatan

Dipindai dengan CamScanner



aha dan/atau Kegi
b 0 fatau Kegiatan yang wajib, UKL-UPL

KOP SURAT
e

Kota, tanggal bulan tahun

Nomor 3 mmemsm e

sifat . Kepada
o T e
: . ) Yth. Bapak Walikota
Lampiran  : 12: (duaLberkas » qllj Kepala Ba daﬂi’iﬁ:rnaian
Peﬂhﬂ.l : €rmohonan Izin
. Perijinan Terpadu Kota
Lingkungan Mapelang P
di
MAGELANG
Yang bertanda tangan dibawah ini -
Nama * AR s e e O S AR R e
B 1= L 6 OO
Alamal e e aaa e s e s e a e
Telp/Fax I e nanesmramassrenns e Rb A AR bR R Y VO RS s
Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :
Nama PeruSaNAAI  ©  civerescrrerimmorerrrrmmmeeiesstesiiie ettt
Jenis Kegiatan 5 assiaessemsesnnns tereareny oo NSRS R SOV AR R su v AR S e
Alamat Kegiatan T rererssseesesaessenssiasenarastany .

.....................................................................................

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan
lZin  Lingkungan usaha/KEGIALAN  wevirreesrossmnsessnasss s dengan
melampirkan berkas :

1. Dokumen UKL-UPL;

2. Profil Usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

SIGIT WIDYONINDITO

Dipindai dengan CamScanner



